BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUNAWIR SJADZALI DAN M.

QURAISH SHIBAB TENTANG WARIS ANAK PEREMPUAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Munawir Sjadzali dan M.
Quraish Shihab tentang Waris Anak Perempuan

Hukum islam merupakan sebuah parameter bagi seluruh umat islam
dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan sehari-hari mulah dari ibadah
mahdah hingga urusan muamalah. Sumber utama hukum islam adalah al-
Qur’an dan sunnah, dimana keduanya merupakan pedoman bagi umat
manusia. Seiring berkembangnya zaman metode pemikira hukum islam
dalam memahami al-Qur’an dan sunnah juga semakin berkembang, hal ini
ditandai oleh munculnya sumber-sumber hukum seperti: ijma’, giyas,
ihtihsan dan lain sebagainya yang merupakan buah pemikiran dari para
mujtahid dalam menggali pesan-pesan yang terkandung dalam nash.

Izzuddin bin ‘Abd al-salam di dalam kitabnya Qowa’id al-Ahkam
mengatakan bahwa seluruh syari’ah itu adalah maslahah, baik dengan cara
menolak mafsadah atau dengan meraih maslahah. Baik maslahah maupun
masfadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk
kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga untuk kepentingan duniawiyah
sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahah diperintahkan oleh syariah dan
seluruh yang masfadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki

tingkat-tingkat tertentu dalam kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya,

79



80

dan setiap kemasfadatan juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam
keburukan dan kemudharatannya.'

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan utama
syariah adalah untuk tercapainya maslahah. Menetapkan suatu hukum pada
suatu permasalahan juga untuk mencapai maslahah. Munawir Sjadzali dan
M. Quraish Shihab memang mempunyai pandangan yang berbeda dalam
menyikapi bagian harta warisan anak perempuan, namun keduanya memiliki
tujuan yang sama yakni berusaha mencapai maslahah. Baik pandangan
Munawir Sjadzali maupun pandangan M. Quraish Shihab keduanya sama-
sama memiliki suatu hujjah atau sandara hukum yang kuat dari nash al-
Qur’an. /jma’dan juga giyas.

Hukum waris adalah bagian dari figih, sebagaimana kita ketahui
figih itu sendiri merupakan hasil dari ijtihad yang hasilnya tentu aka berbeda
antara satu mujtahid dengan yang lainnya. Maka perlu dicari persamaan dan
perbedaan antara pandangan mujtahid, maka dalam sub bahasan ini penulis
akan mencoba menganalisis kedua pandangan tersebut dalam melahirkan
suatu hukum tentang kewarisan anak perempuan.

. Analisis Hukum Islam tentang Persamaan dan Perbedaan Pandangan
Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang Waris Anak Perempuan

Pada sub bahasan ini penulis akan mencoba menguraikan persamaan

dan perbedaan masing-masing pandangan keduanya, yakni pandangan

Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab. Dalam menguraikan persamaan

' 1zzuddin bin ‘Abd al-Salam, _a]—QOW‘; ’id al-Kubra al-Mausum bi Qowa’id al-Ahkam fi Islahi
alAnam. Vol. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 14-15.
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dan perbedaan masing-masing pandangan tersebut tentunya diperlukan

tinjauan dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi nash

yang dipakai sebagai hujjah, ijma’ yang telah ada, giyas (analogi) yang

digunakan, dan maslahah yang ingin dicapai. Oleh karenanya dalam masalah

waris anak perempuan menurut Munawir Sjadzali dan M Quraish Shihab

akan dicari persamaan dan perbedaannya. Perbedaan pandangan mereka

adalah:

1.

Munawir Sjadzali mengemukakan menurutnya, hal ini dikarenakan sekitar
Abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, seorang ulama besar serta Hakim
Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa
walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarmya berawal dari adat dan
kebiasaan, dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum
atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian sekitar
tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang ulama’ besar dari madzab
Hanbali, mengatakan bahwa apabila terjadi benturan antara kepentingan
masyarakat dan nash serta ijma’, maka wajib mendahulukan atau
memnangkan kepentingan masyrakat atas nash atau ijma’ tersebut.

Selain itu, Muhammad Abduh seorang yang sementara, oleh sebagian
kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan
kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal
terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran
berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan

nalar.
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Kemudian, dua penafsir awal Abad ke-20, Musthafa Al-Maraghi dan
Muhammad Rasyid Ridha, sependapat bahwa hukum itu diundanghkan
semata-mata hanya untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan
manusia itu dapat berbeda karena perbedan zaman dan tempat. Oleh
karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu
kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tetapi kemudian hari kebutuhan
itu tidak ada lagi, maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan
diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, dilihat

dari segi kepentingan masyarakat.

Kemudian, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat ulama’ untuk
memperkuat pemikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad
Abduh, yang mengatakan bahwa umat Islam, hendaknya harus berani
membebaskan pikiran dari belenggu fag/id dan hendaknya umat Islam
memahmi agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para
pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan dalam
mencari pengertian-pengertian agama-agama, hendaknya umat Islam
kembali pada sumber-sumber pertama, yakni Al-Qur’an dan hadist serta
memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang

paling utama yang dimiliki oleh manusia.

Menurutnya, pada akhir Abad ke 19 Syaikh Muhammad Abbduh
menyatakan hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir karya

mufasir sbelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam
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dan tingkat intelektual umat di zaman yang berbeda dengan zaman kita
hidup sekarang. Menurutnya, Muhammad Abduh, dengan berani
menganjurkan umat Islam langsung membaca 2 sumber : Al-Qur’an dan
Al-Hadist. Atau dengan kata lain ia menghimbau para ulama’ untuk
membuat tafsir sendiri untuk kemaslahatan umat Islam yang hidup di

zaman meraka.

. Menurut Munawir Sjadzali, hukum Islam adalah hukum Allah yang
terbagi dalam ranah gat 7yah dan dhanniyah. Ranah gat 7yyah adalah suatu
hal yang pasti dan manusia (mukallaf, hamba) harus menerima tanpa
bantahan. Menurut Munawir Sjadzali, hal tersebut merupakan aturan-
aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal
manusia tidak mempunyai banyak peran.

Di bidang muamalah, Munawir Sjadzali sangat menganjurkan untuk
menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan
jawaban hukum. Munawir Sjadzali sangat berpihak pada aspek-aspek
sosiologis-historis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan
dalil nas yang sarjih dan qath’i. Tidak mungkin mengabaikan aspek
sosiologis-historis untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan
urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan Munawir Sjadzali adalah
kemaslahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan
ukhrawi. Bagi munawir, nash hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan

masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial
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masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara nash dan adat, dan adat
lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima.

. Munawir Sjadzali mengatakan dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum
waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana
warian itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan
Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu
masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan
budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada
pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat
ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama
dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak
laki-laki masih lebih medominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga
masyarakat adat ‘baru’ ini pun akan mempunyai pemahaman yang
berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi
anak laki-laki dan perempuan.

. Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan,
Kegelisahan intelektual Munawir Sjadzali yang kemudian memicu dirinya
untuk menuangkan beberapa pemikiran baru dalam hukum Islam. Menurut
Munawir Sjadzali adanya sikap munafik (ambigu) umat Islam Indonesia
terhadap ajaran Islam. Sebagai contoh, banyak muslim Indonesia yang
berpendirian bahwa bunga atau inferest dalam bank itu riba, dan oleh
karenanya sama-sama haram dan terkutuk sebagai riba. Tetapi sementara

itu mereka tidak hanya hidup dari bunga deposito, tetapi dalam sehari-hari
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mereka banyak menggunakan jasa bank, dan bahkan mendirikan bank
dengan sistem bunga, dengan alasan darurat. Apa yang dikatakan berbeda
dengan apa yang dilakukan. Demikian pula dalam hukum waris Islam
dalam pembagian harta warisan. dalam pembagian harta warisan, Al-
Qur’an, Surat An-Nisa ayat 11, seperti halnya masalah waris, namun
kenyataannya, sejumlah kasus menyangkut soal waris mayoritas
masyarakat Islam Indonesia masih mempercayakan masalahnya di
Pengadilan Negeri dari pada ke Pengadilan Agama sebab untuk
menghindari pembagian waris secara Islam. Kemudian Munawir Sjadzali
menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan
sebagai hilah terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah ksatria
dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan sikap
membudayanya sikap mendua.

Menurut Munawir Sjadzali dalam pembagian harta warisan, sebagaimana
yang tercantum dalam Al-Quran, dalam potongan surat An-Nisa’ ayat 11
dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar
dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan
tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai
pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu,
tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir Sjadzali

meminta pendapat kepada seorang ulama’ terkemuka mengenai masalah
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pribadinya. Kepada wulama’ tersebut, ia mengemukakan bahwa ia
dikarunai oleh Allah dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga
perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah menempuh pendidikan
universitas di luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir
Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan
mereka sendiri, tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi, dan hanya belajar
di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil
dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir
tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah
ia biayai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari

pada apa yang akan diterima oleh anak-anak perepmpuannya.

M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda tentang bagian harta

warisan anak perempuan, beberapa pendapat yang beliau kemukakan antara

lain sebagai berikut :

1.

Dalam bukunya, M. Quraish Shihab memulai pembahasan ini dengan
berpendapat bahwa QS. An-Nisa’ ayat 11 berbicara tentang hak anak
perempuan dan laki-laki Dalam hal waris, bukan hak semua perempuan
atau semua laki-laki, dan bukan dalam segala persoalan. Menurutnya
kalimat ini penting unruk digarisbawahi karena tidak semua ketentuan
agama membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Pandangan M. Quraish Shihab dalam buku tersebut tentang ketentuan

QS. An-Nisa’ ayat 11 yaitu: pertama, laki-laki berkewajiban memberi
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mahar dan nafkah kepada istri dan keluarganya, termasuk kepemimpinan
yang mencakup pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan, pembelaan dan
pembinaan. Kedua, laki-laki memiliki keistimewaan dalam bidang
pengendalian emosi, fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang
keberhasilan memimpin rumah tangga dibandingkan dengan perempuan.
Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal
harus didahulukan dari pada atas dasar emosi itulah kenapa menjadi
alasan bahwa bagian waris laki-laki lebih besar dari pada bagian
perempuan.

. M. Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan pada ayat tentang
waris anak perempuan tidak bersifat final. Menurutnya, anggapan
demikian didasarkan pada asumsi bahwa redaksi ayat tersebut untuk
ukuran masa Nabi lima belas abad yang lalu sudah sangat maju bila ketika
itu perempuan tidak memiliki hak warisan sedikitpun, jangankan
mendapatkan bagian warisan, perempuan justru menjadi objek yang
diwariskan. Bukan berarti ayat tersebut sebagai bentuk penindasan atau
sikap ketidakadilan terhadap perempuan tentang pembagian warisan,
tetapi justru ayat ini ingin menegaskan bahwa anak perempuan juga
memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Oleh karena itu, untuk
saat ini ketentuan tersebut harus ditinjau kembali dengan berpegang pada
prinsip dasar al-Qur’an tentang keadilan dan kesetaraan jika bahwa

warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan harus sama.
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4. M. Quraish Shihab berusaha untuk menjelaskannya ayat kewarisan ini
berdasarkan konteks ayat ini diturunkan. Artinya, ketika menjelaskan
ayat tentang kewarisan ini, kita tidak boleh hanya berhenti pada persoalan
parsial dan mengabaikan pandangan dasar dan menyeluruh tentang ajaran
Islam itu sendiri. Sebab, melepaskan masalah juz’i dari induknya pasti
akan menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu, menurut Quraish Shihab
lebih lanjut, dalam persoalan ini tidak mungkin untuk mempersamakan
antara laki-laki dan perempuan, baik dari perspektif ilmu pengetahuan
maupun ilmu agama. Adanya perbedaan antara keduanya, mau tidak mau
harus diakui keberadaannya. Bahkan mempersamakannya akan
menciptakan manusia baru, yaitu bukan laki-laki dan bukan perempuan.

5. Alasan penolakan M. Quraish Shihab adalah bahwa pada dasarnya
ketentuan tersebut telah final berdasarkan rincian perolehan masing-
masing ahli waris seperti penegasan Allah dalam QS. An-Nisa’ayat 13-14
yang berbunyi:

“ (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah
SWT. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, nicaya Allah SWT
akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang
besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan
melanggar  ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah SWT akan
memasukkannya ke dalam api neraka sedang mereka kekal didalmnya;

dan baginya siksa yang menghinakan.”
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6. Alasan selanjutnya yang dikemukakan M. Quraish Shihab adalah Allah
SWT sudah mengatur tentang ketentuan warisan. Bahwa ketentuan
tersebut tidak termasuk persoalan ijtihad yang dipahami dari QS. An-
Nisa’ayat 11 yang berbunyi:

“ Allah SWT mesyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. yaitu :@ bahagian seorang anak laki-laki dengan bahagian
dua orang anak perempuan dan jika itu semuanya anak perempuan lebih
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jka
saja anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.
Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masing seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal
itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
(pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu ridak megetahui siapa yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT sesungguhnya
Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

M. Quraish Shihab berkata bahwa siapa yang lebih mengetahui kecuali

Allah SWT.
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Adapun persamaan pandangan mereka adalah :

1.

Pada akhirmya baik Munawir Sjadzali maupun M. Quraish Shihab
memberikan jalan keluar bagi orang tua yang merasa tidak adil akan
mengenai kewarisan anak perempuan, bahwa selagi masih hidup silahkan
terlebih dahulu membagikan harta kekayannya kepada semua putera dan
puterinya, dengan sama rata masing-masing mendapatkan bagian yang
sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga,
dengan demikian apabila orang tua tersebut meninggal dunia, kekayaan
yang tersisa dan harus dibagi menurut faraid menjadi sedikit. Sebab,
Menurut Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab, membagi rata
kekayaannya kepada putera-puterinya selama masih hidup sebagai hibah
itu karena adanya asumsi bahwa apabila orang tua tersebut tidak
mengambil langkah demikian, setelah meninggal, maka putera-puterinya
akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu, ia tidak

perlu mengambil resiko kebijaksanaan preventif.



